
1

b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor6, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5494);

Mengingat

Menimbang

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 4D TAHUN 2017

TENTANG

R1NCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATENLAMPUNGTENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Tengah, dan Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah,
dipandang perlu menyusun RincianTugas dan Fungsi
Jabatan Struktural Badan PengelolaanKeuangan dan
AsetDaerah Kabupaten LampungTengah;

BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG
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PERATURAN BUPATI TENTANG RINClAN TUGAS DAN
FUNGSI JABATAN STRUKTURAL BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

MEMUTUSKAN :

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

Menetapkan
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DAB I

KETENTUAN UMUM

Pasall

DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah KabupatenLampungTengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenanganDaerah Otonom;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati LampungTengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenanganDaerah.

6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan RepublikIndonesia.

7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan olehkementerian negara dan
penyelenggaraPemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.

8.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua
Daerah.

9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah
sesuai dengan potensiyang dimilikiDaerah.

10.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah
KabupatenLampungTengah.
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22. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lampung Tengah;

12. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung
Tengah.

14. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung
Tengah.

15. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung
Tengah.

16. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung
Tengah.

17. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung
Tengah.

18. Tugas adalah Ikhtisar dari Keseluruhan tugas jabatan.

19. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran
dari tugas.

20. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis
pada Dinas/Badan Daerah Kabupaten Lampung
Tengah.

21. Jabatan Struktural adalah Suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
memimpin suatu Organisasi Negara.
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h. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan
Pejabat Pengguna Anggaran atas Beban Rekening
Kas Umum Daerah.

1. Pelaksanaan pemberian pmjaman atas nama
Pemerintah Daerah dan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

J. Pelaksanaan pengelolaan utang piutang daerah.

e. Pengusahaan dan pengaturan dana yang
diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah.

f. Pembinaan dan pelaksanaan koordinasi dengan
dinas/ instansi /unit pengelola keuangan daerah.

g. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi serta
menyimpan uang daerah.

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasa12

(1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin,
mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan
tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
yang menjadi kewenangannya, serta tugas lainnya
yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)Kepala Badan mempunyai fungsi:
a. Perumusan rencana strategis badan sebagai bahan

untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.

b. Perumusan program kerja badan baik rutin
maupun secara rind dan menyeluruh sebagai
pedoman pelaksanaan tugas kegiatan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan,

c. Perumusan kebijakan teknis badan sesuai dengan
Peraturan Perundang- undangan.

d. Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan APBD
(Angggaran Pendapatan Belanja Daerah) serta
memantau pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran APBD untuk mencegah timbulnya
permasalahan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah.

BAB II

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL
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k. Pengesahan DPA(Dokumen Pelaksanaan Anggaran)
dan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran) sesuai usulan Dinas/Instansi setelah
persetujuan Anggaran dari DPRD.

1. Pelaksanaan sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

m. Perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan
serta penghapusan barang milik daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

n. Pelaksanaan penatausahaan dan pemanfaatan aset
daerah serta melakukan mutasi dan pengawasan
aset.

o. Pengevaluasian setiap kegiatan yang telah
dilaksanakan Badan agar bisa diketah ui
keberhasilan dan kegagalan dari setiap kegiatan
untuk kemudian dijadikan dasar pengambilan
keputusan selanjutnya.

p. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan dan
pengambilan putusan dari Bupati melalui laporan
akuntabilitas dan kinerja pemerintah.

q. Pembinaan dan melaksanakan kerjasama dengan
instansi terkait dan organisasi lain yang
menyangkut bidang tugas dan tanggungjawabnya.

r. Pengevaluasian program kerje./tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai
bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada
atasan;

s. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan
tugas bidang masing-masing agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

t. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

u. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam peningkatan karier dan
penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri
Sipil)

v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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Pasa13

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu
mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis
pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat
menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan,
keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi,
tatalaksana dan perundang-undangan serta
memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh
unit di lingkungan Badan PengelolaanKeuangan dan
AsetDaerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),Sekretariatmempunyaifungsi :
a. Perencanaan Renstra dan program kerja Badan
sebagaibahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan layanan
administrasi dengan seluruh bidang pada badan.

c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi
perkantoran, rumah tangga dan kepegawaianbadan
baik secara langsungmaupun melalui instansi lain.

d. Pengevaluasian pelaksanaan tugasjkegiatan
dilingkungan badan dan menyusun LAKIPsebagai
bahan pengawasankinerja badan.

e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala
Badan dalam hal yang berkaitan dengan tugas
pokokdan fungsi sekretaris.

f. Pelaporan hasil kegiatan kepada Kepala Badan
sebagai bahan informasi dan kebijakaan dalam
pengambilan keputusan untuk dilaporkan kepada
Bupati dan SekretarisDaerah.

g. Pengaturan pelaksanaan kegiatan dengan bidang-
bidang agar pelaksanan tugas sesuai tupoksi
terwujud.

h. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan,
administrasi umum, kearsipan, perlengkapan dan
administrasi kepegawaian.

1. Penghimpun bahan rencana anggaran dan seluruh
kegiatan yang ada dan masing-masingbidang untuk
diajukan kepada Kepala Badan sebagai bahan
pembuatan RKAdan DPA.

j. Pelaksanaan pengelolaan belanja rutin badan dan
pembayarangajipegawaidilingkunganbadan.

k. Pengevaluasian program kerjajtugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

Bagian Kedua

Sekretariat
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Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasa14

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai
tugas merencanakan penyusunan program anggaran
kegiatandan pelaporanbadan.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
adalah sebagaiberikut:
a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan

dan Pelaporan sebagai bahan acuan pelaksanaan
tugas.

b. Membina, memotivasi dan melaksanakan
pengawasan melekat terhadap bawahan dalam
rangka peningkatan produktifitas kerja serta
pengembangankarir.

c. Menyusun dan mengumpulkan data-data dalam
rangka pembuatan Renstra program kerja badan
untuk mengkoordinasikan kepada Sekretaris
Badan.

d. Menyusun rencana kegiatan badan berdasarkan
usulan dan bidang-bidangdalam rangka menyusun
rencana kerja anggaran Badan RKA.

e. Mengelolaadministrasi perencanaan dan pelaporan
Badan.

f. Melaporkanhasil kegiatan dilingkupBadan dalam
bentuk LAKIPsetiap triwulanjtahunan kepada
Sekretaris Badan untuk bahan informasi dan
pengambilankeputusan.

g. Mengevaluasi program ketjajtugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai

1. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

m. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

n. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);

o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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Paragraf2

Sub Bagian Keuangan

Pasa15

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas
menyelenggarakanurusan keuangan meliputi urusan
perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi,
tindak lanjut LHP.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai
berikut:
a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan

sebagaipedomanpelaksanaan tugas.
b. Membina, memotivasi dan melaksanakan

pengawasan melekat terhadap bawahan dalam
rangka peningkatan produktifitas kerja serta
pengembangankarir.

c. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan DPA
serta membantu sekretaris badan dalammengelola
dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan
untuk bahan pembuatan laporan.

d. Melaksanakan pengadaan pencatatan,
penyimpanan dan pelaporan barang inventaris
guna terwujudnya tertib administrasi barang
inventariskantor.

h. Membagikan tugas kegiatan kepada Staf dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan
tugas bidang masing-masing agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja.

1. Memberikan petunjuk kepada staf agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sehinggatercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

J. Menilaiprestasi kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam peningkatan karier dan
penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri
Sipil);

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasJkegiatan
kepada atasan.

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai
dengan perintah atasan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada
atasan;
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Paragraf3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasa16

(1) Sub BagianUmumdan Kepegawaianmempunyaitugas
menyelenggarakan urusan ketatausahaan meliputi
urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum,
organisasidan hubungan masyarakat.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
adalah sebagaiberikut :
a. Menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian sebagai pedoman melaksanakan
tugas.

e. Mengelola administrasi keuangan, melaksanakan
pembukuan dan urusan kas dengan jalan
menyusun surat pertanggungjawaban keuangan
secara rutin dan berkala.

f. Melaksanakan pemeriksaan SPJ dan menganalisir
permasalahan yang berkaitan dengan keuangan
badan.

g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan
perbendaharaan terhadap bendaharawan pada
badan baik rutin maupun pembangunan.

h. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai
bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada
atasan;

1. Membagikan tugas kegiatan kepada Staf dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan
tugas bidang masing-masing agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sehinggatercapai efektifitaspelaksanaan kerja.

J. Memberikan petunjuk kepada staf agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sehinggatercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

k. Menilaiprestasi kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam peningkatan karier dan
penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri
Sipil);

l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas./kegiatan
kepada atasan.

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai
dengan perintah atasan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.



11

b. Melaksanakan urusan rumah tangga agar
pelaksanaan tugas dan kebutuhan badan
terpenuhi dan berjalan baik.

c. Melaksanakan pengadaan peralatan alat tulis
kantor, pelayanan dan pengelolaan urusan
ketatausahaan badan.

d. Melaksanakan kebersihan, ketertiban dan
keamanan dilingkungan badan guna mewujudkan
suasana kondusif ditempat kerja.

e. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan
dan dokumentasi kantor untuk mewujudkan tertib
administrasi kan tor.

f. Mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
dan kenaikan gaji dilingkungan badan.

g. Membina, memotivasi dan melaksanakan
pengawasan melekat terhadap bawahan dalam
rangka peningkatan produktifitas kerja serta
pengembangan karir.

h. Membuat usulan Kartu Pegawai, Kartu Istri / Kartu
Suami, Kartu Askes dan Taspen ke BKPSDM.

i. Membuat usulan kebutuhan pegawai, kenaikan
pangkat, mutasi, pensiun, cuti, hukuman jabatan,
penghargaan dan tandajasa dll ke BKPSDM.

j. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK)dan
mengurus daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan
(SKP)pegawaibadan.

k. Mengusulkan diklat pegawai, ujian dinas pegawai
keBKPSDM.

1. Mengevaluasi program kerjaztugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai
bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada
atasan;

m. Membagikan tugas kegiatan kepada Staf dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan
tugas bidang masing-masing agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sehinggatercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

n. Memberikan petunjuk kepada staf agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sehinggatercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan
kepada atasan;

p. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam peningkatan karier dan
penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri
Sipil)
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Bagian Keempat

Bidang Anggaran

Pasa17

(1) Bidang Anggaranmempunyai tugas menyelenggarakan
sebagian tugas badan, melaksanakan penyusunan
anggaran dan melakukan pengendalian anggaran
daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)BidangAnggaran mempunyaifungsi :
a. Perencanaan program kerja bidang anggaran secara

rinci dan menyeluruh sebagai pedoman pelaksanaan
tugas.

b. Pelaksanaan penyusunan anggaran sebagai dasar
penyusunan rancangan APBD.

c. Pelaksanaan penyusunan anggaran kas (kas budget)
dalam rangka pengendalianpengeluaran kas daerah.

d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian rancangan
APBD,Perubahan APBDserta membina administrasi
keuangan.

e. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis mengenaipenggunaan anggaran.

f. Pelaksanaan pengendalian terhadap penyediaan
dana APBD.

g. Penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD)
berdasarkan usulan masing-rnasingSKPD.

h. Pelaksanaan registrasi SPD baik belanja langsung
maupun belanja tidak langsung.

1. Pengkoordinasian kegiatan bidang anggaran baik
dilingkungan badan maupun pada dinasjinstansi
Satuan KerjaPerangkatDaerah lain.

J. Pengkoordinasian Rencana Kerja Anggaran
(RKAjRKAP)SKPD untuk disahkan menjadi DPA
SKPDjDPPASKPD

k. Penyusunan dan mengkoordinasikannota keuangan
yang akan disampaikankepada DPRD.

1. Pengevaluasian program kerja/ tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

m. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai
dengan perintah atasan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.
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Paragraf 1

Sub Bidang Penyusunan Anggaran

Pasal 8

(1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana anggaran,
menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan
melaksanakan penyusunan NotaKeuanganDaerah.

(2) Rincian Tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran
adalah sebagaiberikut :
a. Menyusun program kerja Subbidang penyusunan

Anggaran secara rinci dan menyeluruh sebagai
pedomanpelaksanaan tugas.

b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan
belanja daerah murnijperubahan serta membina
administrasi keuangan.

c. Melaksanakanpenyusunan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis pelaksanaan anggaran sebagai
acuan pelaksanaan tugas.

d. Menerima, menghimpun dan mengelola usulan
RKAjRKAPSKPDsebagai bahan pembahasan Tim
AnggaranPemerintahDaerah.

e. Menyiapkanberkas-berkas DPAjDPPASKPDuntuk
mendapat pengesahan dan persetujuan Pejabat
PengelolaKeuangandan Bupati.

f. Menganalisaproposal belanja tidak langsung serta
menyiapkan nota dinas sebagai kelengkapan
dokumenproposalbelanja tidak langsung.

g. Menyiapkannaskah dan Pengantar Nota Keuangan
daerah yang akan disampaikan kepada DPRD.

h. Mengevaluasi program kerjajtugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

n. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

o. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil)

p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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Paragraf2

Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran

Pasal 9

(1) Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran
mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas
bidang anggaran lingkuppengendaliananggaran.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Pelaksanaan dan
PengendalianAnggaranadalah sebagaiberikut :
a. Menyusun rencana kerja Subbidang Pelaksanaan

dan Pengendalian Anggaran secara rinci dan
menyeluruh sebagaipedomanpelaksanaan tugas.

b. Melaksananan penyusunan Anggaran Kas (Kas
Budget) dalam rangka pengendalian pengeluaran
KasDaerah.

c. Melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana
(SPD)sesuai dengan usulan SKPD

d. Melaksanakan registrasi SPD, meyiapkan Kartu
Pengawas Kredit Anggaran dan Kartu Pembantu
DigitAnggaran.

e. Melaksanakanpenyusunan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis mengenai pelaksanaan dan
pengendalian anggaran sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

f. Melakukanpengendaliananggaran keuangan daerah
berdasarkan APBD/APBDPerubahan, DPA/DPPA.

g. Mengevaluasi program kerjaj tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

1. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

J. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

k. Menilaihasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran KinerjaPegawaiNegeriSipil);

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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Bagian Keempat

Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai

Pasal 10

(1) Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan, pedoman, petunjuk teknis perbendaharaan
dan melaksanakan penerbitan SP2D serta mengelola
administrasi penggajianPegawaiNegeriSipil.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan dan Belanja
Pegawaimempunyaifungsi :
a. Penyusunan Program kerja Perbendaharaan dan

Belanja Pegawai sebagai pedoman melaksanakan
tugas.

b. Pelaksanaan dan pembelajaran Peraturan
Perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan
perbendaharaan dan penggajian pegawai sebagai
pedoman pengambilan kebijakan dalam
menjalankan tugas.

c. Penertiban surat pernyataarr/ teguran
(pengembalian)kepada pimpinan SKPP bendahara
dalam hal kesalahan penertiban SPM,tidak sesuai
dengan ketentuan berlaku.

d. Penyusunan laporan dan rekonsilasi rekapitulasi
transaksi harian (RTH)dan daftar transaksi harian
(DTH)pajak.

e. Penyusunana laporan dan rekonsilasi lembar
komfirmasi transfort (LKT) dan lembaran
rekapitulasi transfort (LTR)ke daerah dan dana
desa.

h. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang- undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

1. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

J. Menilaihasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran KinerjaPegawaiNegeriSipil);

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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Paragraf 1

Sub Bidang Perbendaharaan

Pasalll

(1) Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas
menyelenggarakan sebagian tugas bidang
perbendaharaan dan belanja pegawai lingkup
penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis
perbendaharaan. dan melaksanakan penerbitan SP2D.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Perbendaharaan adalah
sebagaiberikut:
a. Menyusunrencana kerja subbidangperbendaharaan

secara rinci dan menyeluruh sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

b. Melaksanakanpenyusunan surat keputusan tentang
penunjukan atasan langsung dan bendahara
pengeluaranSKPDdilingkunganPemerintahDaerah.

c. Melaksanakanpenyusunan kebijaksanaan, pedoman
dan petunjuk teknis mengenai perbendaharaan
sebagaipedomanpelaksanaan tugas.

f. Pelaksanaa pembinaan pranomotivasi dan
pengawasan melekat terhadap bawahan dalam
rangka peningkatan produktivitas kerja serta
pengembangankarir.

g. Pengevaluasian setiap kegiatan yang telah
dilaksanakan di Bidang Pengembangan Sumber
DayaManusia agar bisa diketahui keberhasilan dan
kegagalan dari setiap kegiatan untuk kemudian
dijadikandasar pengambilankeputusan.

h. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

1. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

J. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(SasaranKinerjaPegawaiNegeriSipil);

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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Paragraf2

Sub Bidang Belanja Pegawai

Pasal 12

(1) Sub Bidang Belanja Pegawai mempunyai tugas
menyelenggarakan sebagian tugas bidang
perbendaharaan dan belanja pegawai lingkup
penyusunan kebijakan, pedomarr/petunjuk teknis dan
mengelolaadministrasi belanja pegawai.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Belanja Pegawai adalah
sebagaiberikut:
a. Melaksanakanpenyusunan kebijakan, pedoman dan

petunjuk teknis mengenai penggajian pegawai
sebagaipedomanpelaksanaan tugas.

b. Membuat daftar gaji dan mendistribusikan daftar
gaji PegawaiNegeriSipil pada masing masing pada
SKPD.

d. Melaksanakan penyusunan anggaran kas (Kas
Budget) sebagai pedoman BUD menentukan
kebijakan dalam pengendalian pengeluaran kas
daerah.

e. Meneliti dan menguji tagihan SPP dan SPM belanja
sesuai pengajuan SKPDdan menerbitkan SP2D atas
dasar SPD.

f. Melaksanakanregistrasi SP2Dbaik belanja langsung
maupun belanja tidak langsung.

g. Menyusun laporan realisasi kas daerah secara
bulanan, triwulan, semester dan tahunan atas
pelaksanaan BUD.

h. Mengevaluasi program kerjaZtugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

1. Membagikantugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

j. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

k. Menilaihasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(SasaranKinerjaPegawaiNegeriSipil)

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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c. Melaksanakan pengrsian Kartu Gaji Pegawaiuntuk
masing-masingPegawaiNegeriSipil.

d. Menguji kebenaran tagihan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar
(SPM)belanja pegawaiyang diajukan olehSKPD.

e. Menerbitan SP2D belanja pegawai berdasarkan
tagihan SKPD.

f. Mengevaluasi program kerja/ tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

g. Membagikantugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-rnasing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

h. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

1. Menilaihasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(SasaranKinerjaPegawaiNegeriSipil)

J. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian Kelima

Bidang Akuntansi dan Verifikasi

Pasal13

(1) Bidang Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas
menghimpun dan meneliti pembebanan rekening Surat
PertanggungjawabanSKPD secara fungsional setelah
diterbitkan Surat Pengesahan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Bidang Akuntansi dan Verifikasi
mempunyai fungsi:
a. Penyusun rencana kerja bidang akuntansi dan

verifikasi secara rind dan meyeluruh sebagai
pedomanpelaksanaan tugas.

b. Penelitian dan pengujian kebenaran, pembebanan
rekening kelengkapan dan keabsahan surat
pertanggungjawabanmasing-masingSKPD.

c. Penerbitan surat peringatanZteguran kepada
pimpinan SKPD, Pimpinan Proyek dan
bendaharawan dalam hal terdapat SPJ yang tidak
sesuai denganketentuan yang berlaku.
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Paragraf 1

Sub Bidang Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal14

(1) Sub Bidang Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Keuangan mempunyai tugas
melakukan penyusunan laporan keuangan daerah dan
penyusunan akuntansi pemerintah daerah atas
pelaksanaan APBD.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Akutansi, Pelaporan dan
PertanggungjawabanKeuanganadalah sebagaiberikut:

d. Penerbitan surat keterangan terhadap Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) SKPDyang sesuai dengan
ketentuan.

e. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
atas pelaksanaan APBD yang meliputi Laporan
Realisasi Anggaran (LRA),Neraca, Laporan Arus Kas
dan catatan atas laporan keuangan.

f. Pelaksanaan system akuntansi pemerintah daerah
yang meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas,
pengeluaran kas, aset tetap jbarang milik daerah
dan prosedur akun tasi selain kas

g. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan melekat
terhadap bawahan dalam rangka peningkatan
produktifitas kerja serta pengembangan karir.

h. Pengevaluasian program kerjajtugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

i. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

J. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

k. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapaiuntuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(SasaranKinerjaPegawaiNegeriSipil);

1. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Akuntansi,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
secara rinci dan menyeluruh sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan
Perundang-undangan dan petunjuk teknis serta
bahan-bahan yang berhubungan dangan akuntansi
sebagai pedoman pelaksanaan penyusunan
akuntansi keuangan daerah.

c. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah
atas pelaksanaan APBD yang meliputi Laporan
Realisasi Anggaran (LRA),Neraca, Laporan Arus Kas
dan catatan atas laporan keuangan.

d. Menghimpun laporan realisasi semester pertama
atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
masing-masing SKPD, Laporan Prognosis sebagai
bahan penyusunan laporan realisasi semester
pertama pelaksanaan APBD.

e. Menyiapkan program Sistem Informasi Keuangan
Daerah berdasarkan SAP

f. Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk
disampaikan ke DPRD

g. Mengevaluasi program kerjajtugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

h. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis mau pun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang- undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

1. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

j. Menilaihasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran KinerjaPegawaiNegeriSipil)

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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Paragraf2

Sub Bidang Verifikasi Pendapatan dan Belanja

Pasal15

(1) Sub Bidang Verifikasi Pendapatan dan Belanja
mempunyai tugas melaksanakan penelitian Surat
Pertanggung jawaban (SPJ) Pendapatan dan Belanja
Daerah secara fungsional setelah diterbitkan surat
pengesahan oleh pengguna anggaranj kuasa pengguna
anggaran.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Verifikasi Pendapatan dan
Belanja adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja subbidang verifikasi
pendapatan dan belanja secara rinci dan
menyeluruh sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. Melaksanakan penelitian kebenaran pembebanan
rekening surat pertanggung jawaban (SPJ)
berdasarkan penerimaan dan pengeluaran yang
dikelola masing-masing SKPD.

c. Menerbitkan surat keterangan pembebanan rekening
terhadap surat pertanggungjawaban (SPJ) yang
disampaikan oleh masing-masing SKPD.

d. Menerbitkan surat peringatanjteguran kepada SKPD
atas keterlambatan penyampaian surat
pertanggungjawaban (SPJ).

e. Mengevaluasi program kerjajtugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

f. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang- undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

g. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

h. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil)

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas



22

Bagian Keenam

Bidang Aset

Pasal16

(1) Bidang Aset mempunyai tugas menyelenggarakan
sebagian tugas kepala badan lingkup urusan
penatausahaan, pemanfaatan, mutasi dan pengawasan
aset daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)BidangAsetmempunyaifungsi :
a. Perencanakan operasional dan menyusun program

kerja Bidang Aset Daerah berdasarkan kegiatan
tahun sebelumnya baik rutin dan pembangunan
serta sesuai dengan data dan sumber dana yang ada
sebagai bahan untuk melakukan tugas kegiatan
denganperaturan yang telah ditetapkan.

b. Pemberian petunjuk kepada sub bidang di
lingkungan bidang aset, dalam tata cara
pelaksanaan tugas serta kewajiban sesuai dengan
petunjuk yang berlaku, sehingga dapat tercapai
secara efektifdalampelaksanaan tugas.

c. Pelaksanaan penatausahaan dan pemanfaatan aset
DaerahKabupatenLampungTengah.

d. Pelaksanaan mutasi dan pengawasan aset Daerah
KabupatenLampungTengah.

e. Pengkoordinasiandengan dinas-dinas instansijunit
kerja se-Kabupaten Lampung Tengah dalam
melaksanakan kegiatan dan pelaksanaan tugas yang
berkaitan dengan aset daerah se-Kabupaten
LampungTengah.

f. Pengevaluasian permasalahan yang berhubungan
dengan aset Daerah se-Kabupaten LampungTengah
dan persiapan bahan-bahan serta tata cara dalam
rangka pemecahanmasalah tersebut.

g. Pelaporan,penghimpundan pelaksanaan pendataan
inventarisasi, aset daerah dan pelaksanaan proses
penghapusan barang milik pemerintah Kabupaten
LampungTengah.

h. Pengevaluasian program kerjajtugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

i. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;
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Paragraf 1

Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

Pasa117

(1) Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset
Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan, pedoman, petunjuk teknis Penatausahaan
dan PemanfaatanAsetDaerah.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Penatausahaan dan
PemanfaatanAsetDaerah adalah sebagaiberikut:
a. Menyusun rencana kerja Subbidang Penatausahaan

dan Pemanfaatan Aset Daerah secara rinci dan
menyeluruhsebagaipedomanpelaksanaan tugas.

b. Melaksanakanpenyusunan kebijaksanaan, pedoman
dan petunjuk teknis mengenai penatausahaan dan
pemanfaatan aset daerah sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

c. Menyusun laporan neraca aset daerah dan
melaksanakan sensus barang daerah.

d. Melaksanakan inventarisasi dan penyusunan buku
inventaris barang milik daerah dan menyusun
dokumenkepemilikanbarang milikdaerah.

e. Melaksanakanpeningkatanmanajemenaset daerah.
f. Mengevaluasi program kerja/fugas yang telah

dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

g. Membagikantugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

h. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

J. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

k. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(SasaranKinerjaPegawaiNegeriSipil)

1. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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Paragraf2

Sub Bidang Mutasi dan Pengawasan Aset Daerah

Pasal18

(1) Sub Bidang Mutasi dan Pengawasan Aset Daerah
mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas
bidang aset lingkup mutasi dan pengawasan aset
daerah.

(2) Rincian tugas Sub BidangMutasi dan PengawasanAset
Daerah adalah sebagaiberikut:
a. Menyusun rencana kerja Subbidang Mutasi dan

Pengawasan Aset Daerah secara rind dan
menyeluruh sebagaipedomanpelaksanaan tugas.

b. Melaksanakanpenyusunan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis mengenai mutasi dan pengawasan
aset daerah sebagaipedoman pelaksanaan tugas.

c. Melakukan inventarisasi dan pendataan barang
bergerakjtidak bergerak.

d. Mengoreksi, mengontrol dan menyiapkan
administrasi, melaksanakan proses penghapusan
dan pemindah tanganan aset daerah.

e. Mengevaluasi program keIjajtugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

f. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

g. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

h. Menilaihasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran KinerjaPegawaiNegeriSipil)

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

1. Menilaihasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran KinerjaPegawaiNegeriSipil);

J. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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J\ERAHKABUPATENLAMPUNGTENGAH TABUN 2017 NOMOR 10

I ERLANSYAH

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal d-b me-I 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENLAMPUNGTENGAH

••

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal J0 me,l 2017
BUPATILAMPUNG TEN AH,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam BeritaDaerah Kabupaten LampungTengah.

Pasa120
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari
2017.

BAB III

PENUTUP

Pasal19
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata KerjaBadan PengelolaanKeuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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